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NOMORS3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN RISIKO BANJIR DAERAH KABUPATEN LEBAK

Menimbang

TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LEBAK,

bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana
bertujuan untuk men; jamin terselenggaranya
pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari
ancaman, risiko, dan dampak bencana;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Pemerintah  Nomor 21  Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
perencanaan  penanggulangan  bencana  disusun
berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya
penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam
program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian

anggarannya;




Mengingat

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Pengelolaan Risiko
Banjir Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2027;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4010);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan  Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga International dan Lembaga Asing
Non-Pemerintah dalam  Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4830);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun
2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5230);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan
Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 538);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur,
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447),

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran serta
Masyarakat Dalam Penyeclenggaraan Penanggulangan
Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1802);

Peraturan Kepala Badan Nasicnal Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun

2011 tentang Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten



Menetapkan
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Lebak Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor
20195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Nomor 20221);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGELOLAAN
RISIKO BANJIR DAERAH TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Lebak.

Bupati adalah Bupati Lebak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang



memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  yang
selanjutnya disebut BPBD adalah badan pemerintah
daerah yang melakukan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Daerah.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam  dan menggangu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan
rehabilitasi.

Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang
menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang
bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan
risiko bencana.

Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk
memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko
bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat
bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam
bentuk tertulis dan peta.

Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan
suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan,
mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya
tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya,
fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan
oleh beragam penyebab.
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Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna
dan berdaya guna.

Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang
yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.,
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi
risiko bencana, baik melalui pembangunan fistk maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.

Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk
mengurangi ristko bencana dengan menurunkan
kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan
menghadapi bahaya bencana dengan membangunan
infrastruktur.

Mitigasi Non Struktural adalah upaya yang dilakukan
untuk mengurangi ristko bencana dengan menurunkan
kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan
menghadapi bahaya bencana dengan meningkatkan
kapasitas  pemerintah dan  masyarakat dalam
menghadapi bencana.

Pemulihan adalah  serangkaian  kegiatan untuk
mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan
hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan
kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan
melakukan upaya rehabilitasi.

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko
bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana
maupun kerentanan pihak yang terancam bencana
Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang
terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya
untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat

dampak buruk bencana.
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Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan kegiatan
pemberian peringatan sesegera mungkin kepada
masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana
pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang,
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat
yang memadai pada wilayah pascabencana dengan
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya
secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah
pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan
bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2023-2027 yang selanjutnya disebut RPRB
Daerah adalah dokumen perencanaan penanggulangan
bencana untuk jangka waktu tahun 2023 sampai
dengan tahun 2027,

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang
ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan
kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian,
luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,
mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan
gangguan kegiatan masyarakat.

Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, dan/atau badan hukum.

Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan

darurat bencana untuk mengendalikan



ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi

dampak yang ditimbulkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

RPRB Daerah disusun dengan maksud :

a.

sebagai pedoman perencanaan pembangunan Daerah

yang mana rencana penanggulangan bencana dapat

diintegrasikan dengan rencana pambangunan jangka

menengah Daerah;

b. tolak wukur penilaian keberhasilan penyelanggaraan

penanggulangan bencana Daerah; dan

c. dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait

penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah agar

lebih optimal dan terarah di masa mendatang.

Pasal 3

(1) RPRB Daerah bertujuan untuk:

a.

melihat ketercapaian program Nasional dan Daerah
serta  memudahkan  Kabupaten Lebak untuk
mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan
program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan
bencanan di tingkat Nasional; dan

mensinkronisasi perencanaan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana
yang diperoleh melalui kegiatan penanggulangan

bencana.

(2) Kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.
b.

C.

penguatan kebijakan dan kelembagaan;
penilaian risiko dan perencanaan terpaduy;
pengembangan sistem informasi, pelatihan dan

logistik;




d. penanganan tematik kawasan rawan bencana;

e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi
bencana;

fi penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat
bencana; dan

g. pengembangan sistem pemulihan bencana.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup RPRB Daerah meliputi :

a. visi, misi, tujuan, dan sasaran pengelolaan risiko banjir
terpadu;

b. mekanisme persiapan dan penanggulangan dampak banjir
yang didasarkan pada siklus mana jemen bencana;

c. arah kebijakan dan strategi pengelolaan risiko banjir dan
longsor yang disesuaikan dengan isu strategis Kabupaten
Lebak dan selaras dengan kebijakan pembangunan hingga
sektoral;

d. program dan kegiatan strategis Daerah yang bersifat
struktural maupun non struktural;

e. faktor kunci keberhasilan berdasarkan aspek kebijakan,
struktur dan mekanisme, kapasitas, budaya, pendanaan,
dan akuntabilitas; dan

f. rencana aksi pengelolaan risiko banjir dan longsor berupa
indikasi program dari tahun 2023 sampai dengan tahun
2027.

BAB IV
SISTEMATIKA DAN URAIAN
Pasal 5
Uraian RPRB Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Bupati ini dengan Sistematika terdiri

dari:
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a. BABI PENDAHULUAN;

b. BAB Il  VISI DAN MISI

c. BAB I METODOLOGI;

d.BABIV PENILAIAN KONDISI TERKINI

e. BABV ANALISIS RISIKO BANJIR DAN POTENSI

DAMPAK;

f. BAB VI MEKANISME PERSIAPAN DAN

PENANGGULANGAN DAMPAK BANJIR;

g. BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN;
h. BAB VIII RENCANA AKSI PENGELOLAAN RISIKO BANJIR;

i.

BAB IX PENUTUP.

BABV
IMPLEMENTASI
Pasal 6

Setiap Perangkat Daerah wajib merujuk RPRB Daerah dalam

merencanakan pengelolaan risiko banjir di instansi masing-

masing disesuaikan dengan kewenangannya.

(1)

(2)

(3)

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7
Bupatt menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RPRB Daerah.
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
memiliki peran besar dalam pengelolaan risiko banjir
dan/atau bisa dilakukan oleh lembaga yang dibentuk
pemerintah Daerah berupa Forum Pengurangan Risiko
Bencana.
Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari berbagai unsur
pemangku kepentingan yang mewakili pentahelix

kebencanaan yaitu pemerintah, akademisi, swasta,
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 13 gJuli 2023

~~“BUPATLLEBAK
/S BURLEBA,

.
\ %
h A

&/

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 13 Juli 2023

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 5453 NOMOR 53
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